
 
 
 

GUBERNUR LAMPUNG 
 

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG 

NOMOR 08 TAHUN 2005 

TENTANG  
 
 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2005 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
GUBERNUR LAMPUNG, 

 
 

Menimbang  : bahwa sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi 
Lampung Nomor 01 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005, dengan berdasarkan 
kepada Pasal 4 Peraturan Daerah dimaksud dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 
dengan Peraturan Gubernur Lampung. 
 

Mengingat  : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 
Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688); 

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 
68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62; Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3569); 

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4048); 

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 44; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688); 

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan  
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
206; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 

7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 



8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4355); 

9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4400); 

10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 

11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 

12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4438); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 
Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
157; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4022); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 
Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan 
Tugas Perbantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 203; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204; 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4027); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210; Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4028); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil 
Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak 
Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 218; 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3034); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119; 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138); 



22. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119; 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian 
Jumlah Komulatif Defisit Anggaran APBN dan APBD serta belanja 
Komulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48; 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90; Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4416); 

25. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2004 tentang Dana Alokasi Umum 
Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota tahun Anggaran 2005; 

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang 
Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan 
Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah; 

27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi 
Lampung Tahun 2003 Nomor 22 Seri A Nomor 8, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Lampung Nomor 1); 

28. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang 
Rencana Stratejik Provinsi Lampung Tahun 2004-2009 (Lembaran 
Daerah Provinsi Lampung Tahun 2004 Nomor 24 Seri E Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 1); 

29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2005 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 
Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005 
Nomor 1 Seri A Nomor 1); 

 
Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/3172/SJ Tanggal 10 

Desember 2004 Perihal Pedoman Umum Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005; 

2. Surat Keputusan DPRD Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2005 
tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Provinsi Lampung 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung 
Tahun Anggaran 2005. 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG 
TAHUN ANGGARAN 2005. 
 

  Pasal 1 
 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 
Anggaran 2005 terdiri atas : 

1.  Pendapatan 
a.  Pendapatan Asli Daerah Rp. 346.266.831.315,00 
b.  Dana Perimbangan Rp. 399.594.000.000,00 
c.  Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. –                               +
 Jumlah Pendapatan Rp. 745.860.831.315,00  



2. Belanja 
a.  Belanja Aparatur Daerah : 

1)  Belanja Administrasi Umum Rp. 276.958.643.558,00 
2) Belanja Operasi & Pemeliharaan Rp.   50.899.200.840,00 
3) Belanja Modal Rp.   14.136.400.000,00 

 Jumlah Belanja Aparatur Daerah …… Rp. 341.994.244.398,00 

 b. Belanja Pelayanan Publik : 
  1) Belanja Administrasi Umum Rp.   24.272.066.500,00 
  2) Belanja Operasi & Pemeliharaan  Rp. 150.349.803.937,00
  3) Belanja Modal Rp. 117.963.631.701,00 
  4) Belanja Bagi Hasil Rp. 174.083.814.225,00 
  5) Belanja Bantuan Keuangan  Rp. 124.476.850.000,00 
  6) Belanja Tidak Tersangka Rp.     4.670.420.554,00

 Jumlah Belanja Pelayanan Publik Rp. 595.816.586.917,00 

 Jumlah Belanja Rp. 937.810.831.315,00 

 Surplus / (Defisit)  (Rp. 191.950.000.000,00) 

3. Pembiayaan : 
 a. Penerimaan Rp. 202.000.000.000,00 
 b. Pengeluaran Rp.   10.050.000.000,00 

 Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 191.950.000.000,00 

Pasal 2 
(1) Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci 

sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan ini. 

(2)  Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

Pasal 3 
Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini selanjutnya 
dituangkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) perangkat 
daerah. 

Pasal 4 
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya 
laku surut sejak tanggal 1 Januari 2005. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan perundangan Peraturan ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal   22  Pebruari  2005 
 

G U B E R N U R  L A M P U N G 
 

d  t  o 
 
 

SJACHROEDIN  Z.P. 
Diundangkan di Telukbetung 
Pada tanggal 22 Februari 2005 

 

SEKRETARIS DAERAH 
PROVINSI LAMPUNG 

 
d t o 

 
Ir. RACHMAT ABDULLAH

Pembina Utama Madya 
NIP. 460012966 


